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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Media Massa” telah
selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Media
Massa.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya
kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Mei, 2021
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PENGERTIAN HUKUM
MEDIA MASSA DAN URGENSINYA

Andri Kurniawan, M.Sos
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

A. PENDAHULUAN

Idealisme media massa sesungguhnya terletak pada peran utama
sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa dianggap mempunyai
peran-peran strategis dalam menyiarkan kesetaraan dan kebebasan
terhadap masyarakat. Ekspektasi yang sangat tinggi oleh masyarakat
ditancapkan pada peranan media massa yang diyakini sebagai perantara
dengan memberikan informasi berkualitas dan terpercaya. Konsep
konglomerasi media telah populer di telinga kita sebagai indikator dari
pada pesatnya perkembangan industri media massa dan tumbuhnya
berbagai stasiun baik televisi maupun radio (elektronik dan live streaming)
adalah turut andil memberikan akses informasi yang bebas dan transparan
terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan masyarakat dari pola kehidupan berburu (society 1.0)
kemudian menuju pola irigasi (society 2.0) berlanjut kepada
perkembangan revolusi industri (society 3.0) dan massa di mana media
begitu berkembang yaitu era informasi (society 4.0), bahkan tanpa kita
sadari, saat ini telah memasuki era smart society yang konsepnya adalah
optimalisasi pemanfaatan internet of things, Artificial Intelligence, dan Big



TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana analisis hukum dalam paradigma media ?

Bagaimana analisis media massa dalam hukum media massa ?

3. Berikan pemahaman konstruktif tentang hukum media massa secara
definitif ?

4. Bagaimana urgensi aplikasi hukum media massa di tengah tatanan
sosial dan negara ?

5. Seperti apa implementasi hukum media massa di Indonesia ?

N
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SEJARAH PERKEMBANGAN MEDIA MASSA

Nurul Intan Pratiwi, S.Sos., M.Si
Politeknik Negeri Jakarta

A. PENDAHULUAN

Istilah komunikasi massa mulai hadir di akhir dekade 1930-an. Namun
fenomena substansi komunikasi massa sudah hadir dan dikenal jauh
sebelumnya (Dennis McQuail, McQuail’s, 2000). Komunikasi massa adalah
suatu aktivitas yang dirancang untuk mencapai khalayak luas dan pembuat
pesan merupakan terlembaga dan terdiri atas komunikator profesional, isi
media massa diatur dan diproduksi secara masif (Dennis McQualil,
McQuail’s, 2000).

Diinsyafi bahwa media massa telah menjadi fenomena peradaban
modern yang penting (Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach). Terjadi
berbagai perubahan sosial yang berlangsung secara signifikan hal ini dapat
kita lihat melalui ilustrasi di mana kehadiran media cetak telah ikut
melahirkan Eropa Modern; demikian pula di negara-negara lain di mana
kehadiran tradisi cetak ikut memberi kontribusi bagi proses kemerdekaan.

Sejarah perkembangan komunikasi massa bahwa era komunikasi
massa berawal di awal abad kedua puluh terutama berkat kehadiran
media elektronik; sementara di awal abad 19 dipandang sebagai transisi di
mana telah hadir selain surat kabar juga telegraf dan telepon (Melvin L.
DeFleur, Sandra J. Ball Rokeach).
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SISTEM MEDIA MASSA: PERSPEKTIF
KEBIJAKAN HUKUM EKSISTENSI
MEDIA MASSA DI INDONESIA

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H*

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M?

Muhammad Muslih, S.H.I., Lc., M.A3

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dari segala aspek mendorong perubahan yang
terjadi pada masyarakat. konsepsi dasar perubahan tersebut menjadikan
dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang informasi
public, perkembangan informasi terus berkembang di masyarakat,
perkembangan ini tentu membutuhkan norma yang mengatur secara
khusus berkaitan dengan informasi di masyarakat. Teknologi komunikasi
massa sering dijuluki sebagai faktor penentu perubahan vyang
kehadirannya tidak bisa dibendung. Makin mendekati abad 21 makin
banyak perubahan yang terjadi akibat pengaruh kemajuan teknologi
komunikasi. Proses pengaruh ini tidak berjalan pada satu bidang saja,
tetapi juga merambah kebidang-bidang lain dalam kehidupan manusia.
Maka teori tentang efek komunikasi massa sekitar permulaan abad ke-20
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FUNGSI DAN JENIS-JENIS MEDIA MASSA

Puji Muniarty, S.E., M.M*
Waulandari, M.Si’
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) BIMA

A. PENDAHULUAN

Media Massa memiliki posisi yang penting dalam kehidupan
masyarakat, sehingga media massa ditempatkan sebagai komunikasi
massa yang berperan sebagai komunikator serta agen of change, menjadi
pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi
khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun
pesan-pesan lainnya dan dapat dijangkau masyarakat secara luas
(Khatimah, 2018). Dampak hadirnya teknologi dan informasi berperan
penting dalam praktik komunikasi yang jauh lebih efektif dibandingkan
masa lalu. Manusia tidak dibatasi oleh jarak dan waktu melalui adanya
teknologi informasi yang semakin canggih. Menurut Imran (2012) terkait
dengan pemanfaatannya, maka ada yang melalui media elektronik
(televisi,radio), cetak (press, misal surat kabar,majalah) dan belakangan
ada yang melalui media on line.

Perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi peran
media massa, kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi
tersebut dapat menghadirkan dua kondisi, satu sisi akses informasi yang
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SUMBER HUKUM MEDIA MASSA
(BAGIAN A)

Nurhana Marantika, M.A
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai dan
luas secara efektif dibutuhkan media untuk menjangkau khalayak tersebut.
Media tersebut lazim disebut dengan media massa. Media adalah
perantara dalam aktivitas komunikasi di mana penyampaian pesan terjadi
secara tidak langsung (mediated communication). Sebagai perantara
penyampaian pesan, media merupakan bentuk teknologi komunikasi yang
dapat berupa media cetak maupun elektronik. Selanjutnya, massa adalah
khalayak yang bersifat tersebar, heterogen, luas, tidak saling kenal dan
sebagainya. Massa diposisikan sebagai kalangan yang menjadi sasaran
komunikasi untuk diubah sikap mereka (Kusumastuti, 2014).

Media massa senantiasa menjadi pusat perhatian dalam kajian
komunikasi massa. Media massa merupakan perangkat penting dalam
proses komunikasi massa. Hadirnya media massa ditengah kehidupan
manusia tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan manusia terkait dengan penyebarluasan informasi. Menurut
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SUMBER HUKUM PENGATURAN
MEDIA MASSA DI INDONESIA
MEDIA MASSA DALAM KONSTITUSI
(BAGIAN B)

Hasanuddin, S.E.Sy., M.E*
Mursyid Fikri, S.Pd.l., M.H?
Universitas Muhammadiyah Makassar

A. PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi teknologi komunikasi, kehidupan pers dan
lembaga penyiaran mengalami perubahan terus menerus dalam rangka
menyesuaikan diri dengan globalisasi. Kehendak masyarakat lokal, Negara,
profesi pers dan lembaga penyiaran, bisnis, individu-individu, dan
masyarakat dunia saling bersinggungan dalam jalinan yang rumit dan tidak
selalu seiring sejalan. Bahkan tidak jarang saling bertabrakan atau
bertentangan. Oleh karena itu, hadirnya Hukum Media Massa menjadi
sangat diperlukan untuk menjaga kehendak yang mengindahkan etika dan
aturan normatif.
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SUBJEK DAN OBJEK
HUKUM MEDIA MASSA

Silfy Maidianti, S.H., M.H
Universitas Sjakhyakirti

A. PENDAHULUAN

Hukum media massa yaitu segala hal yang berkaitan dengan
pengaturan kepentingan umum berkaitan dengan aktivitas komunikasi
yang diperantarai teknologi media. Media massa perlu diatur melalui
hukum tertulis karena memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah
masyarakat. Dengan demikian, tersedianya hukum media massa akan
menjamin kondisi masyarakat yang harmonis berkaitan dengan hubungan
media dan masyarakat. Studi mengenai hukum media di Indonesia masih
relatif langka. Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut
sebagai hukum pers (pers law). Kelangkaan kajian hukum media tersebut
antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk
pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media.
Pengaturan di bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah
politik, bukan masalah hukum.



Sedangkan yang menjadi objek hukum media adalah isi media yaitu:
a. Karya jurnalistik atau pers

Iklan

Hiburan (faktual dan non-faktual).

TUGAS DAN EVALUASI

Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum media massa?

Jelaskan apa saja yang termasuk subjek hukum media massa

Jelaskan apa yang dimaksud dengan objek hukum?

Apa saja yang termasuk objek hukum

Beberapa waktu yang lalu pernah kita mendengar kasus kekerasan
yang terjadi pada wartawan atau pengelola media, bagaimana
menurut anda mengenai hal tersebut? jelaskan !

uhwN e
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SISTEM KODE ETIK
JURNALISTIK (MEDIA MASSA)

Athik Hidayatul Ummah, M.Pd., M.Si
Universitas Islam Negeri Mataram

A. PENDAHULUAN

Media massa atau pers merupakan lembaga sosial sekaligus sebagai
sarana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam
menjalankan tugasnya, wartawan sangat erat kaitannya dengan kode etik
jurnalistik dan tata nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku. Kode etik
jurnalistik sebagai acuan moral atau etika yang mengatur tata cara yang
harus dipatuhi oleh wartawan dalam menjalankan profesi atau
pekerjaannya. Etika terkait dengan hal yang baik dan buruk, dan
bagaimana melakukan suatu tindakan atau kebaikan di tengah masyarakat.
Etika akan mengarahkan wartawan dalam melakukan tugasnya dengan
rasa tanggung jawab yang tinggi dan mengutamakan kepentingan publik.
Wartawan dan media massa harus bekerja sesuai dengan regulasi,
pedoman dan sejumlah peraturan yang mengikat. Undang-Undang yang
melandasi operasi media massa dan lahirnya pedoman dan peraturan
lainnya yang mengikat media massa dan wartawan adalah Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor



pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, baik berupa konsekuensi moral
maupun konsekuensi atau sanksi pidana.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik? Bagaimana
peran Dewan Pers, organisasi wartawan dan perusahaan pers
terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh
wartawan?

2. Mengapa identitas anak harus ditutupi dalam penyampaian berita
atau fakta? Sanksi apa yang diberikan kepada wartawan atau pers jika
melanggar kode etik dalam menyampaikan identitas anak baik sebagai
korban atau pelaku kejahatan maupun sebagai saksi?

3. Bagaimana hak privasi seseorang yang harusnya dilindungi oleh
wartawan untuk tidak disampaikan ke publik dapat berubah menjadi
informasi publik untuk kepentingan umum?

4. Bagaimana perusahaan media dapat menjalankan fungsinya sebagai
media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, sekaligus
lembaga ekonomi agar tidak melanggar kode etik jurnalistik?

5. lsu-isu apa saja yang terkait dengan permasalahan penerapan kode
etik jurnalistik saat ini? dan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik
di era teknologi dan media digital yang sedang berkembang pesat?
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KEBIJAKAN HUKUM MEDIA MASSA DI
INDONESIA (ORLA, ORBA DAN REFORMASI)

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi, kehidupan pers dan lembaga
penyiaran di era globalisasi ini mengalami perubahan terus menerus
dalam rangka menyesuaikan diri dengan globalisasi. Berbagai kehendak
masyarakat lokal, negara, insan profesi pers dan lembaga penyiaran, bisnis,
individu-individu  serta masyarakat dunia sering menimbulkan
persinggungan bahkan saling bertabrakan atau bertentangan.

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia
cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik.
Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan
kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Sayangnya
perkembangan media saat ini di Indonesia tidak terlalu signifikan
dibandingkan dengan pendidikan manusianya.

Kemerdekaan pers yang belum lama dinikmati oleh masyarakat pers di
Indonesia, ternyata sudah mendapatkan kritikan yang tajam dimana-mana.
Begitu banyak media massa baru diluncurkan dalam jangka waktu yang
sangat singkat. Banyak media yang dituduh hanya memfokuskan pada hal-
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PERBANDINGAN HUKUM
MEDIA ANTAR NEGARA

Dr. H. Nanang Rustandi, S.Ag., S.H., M.H
Universitas Suryakancana (UNSUR) dan
Universitas Putra Indonesia (UNPI)

A. PENDAHULUAN

Ruang lingkup Perbandingan Hukum atau Comparative Law adalah
suatu metode, bukanlah sebuah cabang hukum atau suatu perangkat
peraturan. Metode perbandingan hukum adalah fungsional yaitu, kritis,
realistis dan tidak dogmatis. Dalam mempelajari perbandingan hukum
harus mengetahui sistem hukum masing-masing negara.

Menurut Marc Ancel, terdapat 5 macam sistem hukum di dunia yaitu,
Eropa kontinental (civil law system);, Anglo-American (common law
system); Timur tengah (middle east system); Timur jauh (far east system);
dan Negara sosialis (socialist law system).

Adapun tujuan mempelajari perbandingan hukum secara umum vyaitu
untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan membawa sikap kritis
terhadap sistem hukum. Sedangkan tujuan mempelajari perbandingan
hukum secara khusus yaitu mengetahui situasi hukum negara asing
dengan harapan membawa perkembangan hubungan internasional.
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KAJIAN TERHADAP
KEBEBASAN PERS/MEDIA
MASSA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

A. PENDAHULUAN

Kebebasan sebagai titik pangkal dari Negara yang berdasarkan kepada
nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh suatu Negara yang didalamnya ada
hak asasi manusia (Rhona K.M. Smith, et.al., 2008). konstruksi dasar
demokrasi tidak terlepas dari pembangunan norma-norma hukum yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat untuk lahirnya masyarakat
yang sejahtera dalam arti yang bersifat umum. Beberapa Negara ada yang
sukses dalam membangun demokrasi, tetapi ada beberapa Negara yang
gagal dalam membangun demokrasi, hal ini tidak terlepas dari suksesi
politik dan politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan.

Arus utama dalam demokrasi dimana kekuatan utama ada pada
kondisi factual masyarakat, dimana kondisi ini menggambarkan akan
adanya kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam berbagai hal yang
menunjukkan bahwa segala macam tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat sebagai pengejawantahan dari prilaku hakikat kebebasan
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PELANGGARAN DAN
KEJAHATAN MEDIA MASSA

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si
Universitas Pertahanan

A. PENDAHULUAN

Media Massa merupakan media komunikasi masyarakat sebagai
sumber menyampaikan dan menerima informasi sebuah kejadian yang
ada yang di masyarakat. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa
media massa merupakan sebuah sarana atau saluran resmi sebagai alat
komunikasi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas atau alat
yang berfungsi sebagai perantara sumber interaksi yang berpusat pada
lembaga media massa menuju audiens dalam jumlah banyak. Berdasarkan
pengertian tersebut maka kita ketahui bahwa media massa merupakan
tempat menyalurkan informasi. Jenis-jenis media massa antara lain pers,
televisi, radio, film dan sebagainya.

Dari pengertian media massa sebagai sarana komunikasi, tentunya
memiliki peranan penting untuk manusia dalam berbagai bidang seperti
politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan
sebagainya. Menurut Pamela (1996) ada beberapa fungsi media (massa)
tersebut, yaitu fungsi pengawasan; fungsi korelasi antar bagian-bagian
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PENEGAKAN HUKUM MEDIA MASSA
(PENYELESAIAN SENGKETA)

Husniadi, S.E., M.M
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

A. PERAN MEDIA MASSA

Ditengah arus revolusi industri 4.0 dan arus globalisasi teknologi
komunikasi, kehidupan pers dan lembaga penyiaran mengalami
perubahan terus menerus dalam rangka menyesuaikan diri dengan
globalisasi. Kehendak masyarakat lokal, negara, profesi pers dan lembaga
penyiaran, bisnis, individu-individu, dan masyarakat dunia saling
bersinggungan dalam jalinan yang rumit dan tidak selalu seiring sejalan.
Bahkan tidak jarang saling bertabrakan atau bertentangan. Oleh karena itu,
hadirnya hukum media massa menjadi sangat diperlukan untuk menjaga
kehendak yang mengindahkan etika dan aturan normatif.

Peran media massa dalam menyampaikan informasi kepada
masyarakat, menurut (Ashadi-2000) sangat dipengaruhi oleh hubungan
media massa itu sendiri dengan negara. Ashadi secara menjelaskan,
bahwa rezim pemerintahan tertentu sangat mempengaruhi kualitas
informasi yang disampaikan media massa kepada masyarakat. Karena hal
ini sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kebebasan pers
yang memang digagas oleh media massa. Bahkan media massa merupakan
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA OTORITAS MEDIA MASSA

Sakirah, S.H., M.H
STAI DDI Pangkep

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat
pesat. Hal ini memberikan peluang besar terjadinya praktik komunikasi
yang lebih efektif dibandingkan dengan masa lalu. Semua itu terjadi
karena ditunjang dengan kemajuan teknologi. Kini teknologi sangat
dibutuhkan dalam rangka memenuhi tuntutan zaman karena dengan
adanya teknologi, manusia mampu menyebarkan dan menerima pesan
tanpa mengenal batasan tempat dan waktu.

Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk
berkomunikasi setiap hari, kapan saja dan dimana saja antara satu orang
dengan orang yang lain. Setiap orang akan selalu memerlukan media
massa untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian di sekitar mereka,
dengan media massa pula orang akan mudah mendapatkan informasi
yang mereka butuhkan pada saat tertentu mereka menginginkan
informasi. Disisi lain manusia dapat berbagi kejadian-kejadian yang terjadi
di sekitar mereka kepada orang lain. Sehingga antara satu orang dengan
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PUSARAN HUKUM MEDIA
MASSA DALAM MENJAMIN
PELAKSANAAN KEBEBASAN PERS

Dr. (kandidat) Gede Moenanto Soekowati, M.l.Kom
Universitas Pancasila

A. PENDAHULUAN

Pusaran arus besar dalam industri media mengalami pasang surut di
tengah angin perubahan besar dalam arus informasi dan kebebasan
berbicara yang mengiringi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers
yang lebih luas. Kebebasan pers yang mengalami kemajuan juga menjadi
semakin lentur seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi yang
semakin mempercepat arus komunikasi. Komunikasi melalui perangkat
telepon selular (ponsel) juga semakin tidak asing dan mengurangi
komunikasi tatap muka.

Meski demikian, diyakini bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi
antarmanusia secara tatap muka tetap terjadi dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan. Meski diketahui, sebagian komunikasi sudah dilakukan
dan diambil alih sebagian tugasnya dengan sarana teknologi komunikasi
seperti ponsel. Marshall Mc Luhan juga mempunyai sebuah keyakinan
bahwa komunikasi dengan menggunakan berbagai media tidak akan



TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimanakah penyelenggaraan kebebasan pers di negara demokrasi
dilaksanakan?

2. Apakah kebebasan pers bisa dilakukan mutlak tanpa kelengkapan
verifikasi dan konfirmasi serta hak jawab?

3. Bagaimanakah perbandingan kebebasan pers dan sistem pers di
Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara demokrasi dan
negara otoriter.

4. Mengapa negara demokrasi perlu menjamin kebebasan pers dan
kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat?

5. Apakah kebebasan pers dapat dibungkam oleh negara mengacu
praktek kebebasan pers yang diterapkan di sejumlah negara otoriter
dan negara yang menerapkan sistem demokrasi?
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sebagai Dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
Sedari duduk di bangku Sekolah Dasar, ia menyadari
betapa pentingnya organisasi disamping kegiatan
Sejak SD, ia aktif di kegiatan organisasi pramuka.
Sedangkan sewaktu MTs, ia banyak menghabiskan waktunya untuk
kegiatan keagamaan. Berlanjut ketika SMA, la hanya menekuni statusnya
sebagai siswa dan tidak masuk dalam Osis sekolah, namun dari sinilah ia
menemukan kebiasaannya dalam menulis karya non fiksi, namun ia juga
aktif kegiatan olahraga sebagai hobby sepak bola, volley dan badminton.
Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas
Muhammadiyah pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013 dan
kemudian melanjutkan pendidikannya S2 di UIN Alauddin Makassar, sejak
aktif di S1 ia bergabung di UKM LKIM-Pena, PIK-Tadkirah, dan Menjadi
Ketua pertama di HMJ HES, dan menjadi pengurus BEM dan PIKOM IMM
FAI. Namun banyak menghabiskan waktunya di UKM LKIM-Pena sebagai
lembaga penulis, tidak banyak prestasi yang dicapai namun sering
meloloskan karya di dikti maupun pada even tingkat nasional lainnya,
seperti juara 1 lomba karya tulis ilmiah bidang penelitian di Semarang dan
juga sebagai peserta SAIL MOROTAI. Kini, ia aktif sebagai dosen di
Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menghabiskan waktu dalam
berkarya di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.
hasanuddin@unismubh.ac.id (085299510062)

274 | Hukum Media Massa


mailto:hasanuddin@unismuh.ac.id

Mursyid Fikri, S.Pd.l., M.H
Penulis lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan,
pada 21 April 1995 Miladiyah bertepatan dengan 21
Qzulga’dah 1415 Hijriah. Tamat Sekolah Dasar Di SD
Inpress Garessi Pinrang Kecamatan Watang Sawitto
2007. Kemudian melanjutkan studi di SMPN 1 Pinrang
| tamat tahun 2010, dan Lulus Sekolah Menengah Atas di
L Higm SMAN 5 Unggulan Parepare Boarding School tahun
2013. Lalu melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Universitas
Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, Lulus dengan Predikat Summa
Cumlaude dengan IPK 4.00 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar tahun 2017. Kemudian
melanjutkan studi Pascasarjana Magister di Universitas Islam Negeri
Walisongo Jurusan Magister llmu Falak dengan pembiayaan penuh
beasiswa Lulusan Berprestasi dari kampus Universitas Muhammadiyah
Makassar selesai tahun 2019. Sekarang aktif sebagai Dosen universitas
Muhammadiyah Makassar dengan Spesifikasi Keilmuan IImu Falak dan
desain pembelajaran, Sejumlah karya ilmiah yang telah dipublikasikannya,
antara lain: Peranan Manajemen Boarding School dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam, 2017; Rasionalisme Descartes
dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad
Abduh, 2018; Eksplorasi Pemikiran Abu Ma’shar Al Falaky Tentang
Manusia dan Bintang, 2019; Telaah Kritis Gerhana Flat Earth Dalam
Perspektif Teori Kebenaran Pragmatis, 2019.adapun karya dalam bentuk
buku yang penulis terbitkan yakni: Sang Penjelajah Takdir. 2015; Modul
Pembelajaran llmu Falak Bagian I, 2021 dan buku ini merupakan lanjutan
materi dari Bagian I. Jika Anda Ingin Berbagi pengalaman dengannya atau
ingin  menghubunginya, silahkan kirimkan surat ke e-mail
mursyidfikri@unismuh.ac.id/ mursyidfikri4@gmail.com atau kontak
person melalu WhatsApp 082290260907/ Hp 082345595584
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Silfy Maidianti, S.H., M.H

Penulis bernama Silfy Maidianti, S.H., M.Si Lahir di
Palembang yaitu salah satu kota di provinsi Sumatera
Selatan pada tanggal 09 Mei 1987. Pendidikan Sekolah
Dasar di SD Methodist 1 Palembang, melanjutkan
Sekolah Menengah di SMP Negeri 3 Palembang,
kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA
: Arinda Palembang. Kemudian Pada tahun 2010 telah
menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Palembang. Selanjutnya
berhasil menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Muhammadiah
Palembang Pada Tahun 2012 Kegiatan sehari-hari saat ini adalah aktif
mengajar di Universitas Sjakhyakirti Palembang Pada Fakultas llImu Hukum.

Athik Hidayatul Ummah, M.Pd., M.Si

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Dakwah
dan llmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN)
Mataram. Penulis pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli
Komisi IX DPR RIl; Tenaga Ahli DPD RI; Tim Kajian
Dewan Pertimbangan Presiden Rl (Wantimpres).
0 Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dan
- ““‘;‘;h Magister bidang Pendidikan di Universitas Negeri
Malang (UM). Selanjutnya menyelesaikan Magister kedua bidang limu
Komunikasi di Universitas Indonesia (Ul) Jakarta. Penulis aktif di beberapa
organisasi yaitu pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi
Informasi dan Komunikasi (2020-2025); pengurus DPD ASKOPIS NTB
(Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam) (2018-2022), dII.
Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui buku dan jurnal
antara lain: “Podcast sebagai Strategi Dakwah di Era Digital: Analisis
Peluang dan Tantangan” (2020), “Dakwah Digital dan Generasi Milenial”
(2020), “Merawat Kearifan Lokal Suku sasak di Tengah Pandemi” (2020),
“Digital Media and Counter Narrative of Radicalism” (2021), “Dialektika
Agama dan Budaya: Upaya Mengurai Konflik Teologis” (2021),
“Komunikasi Profetik dan Pesan Dakwah islam: Menebar Kedamaian di Era
Digital” (2021), Book Chapter “Komunikasi Organisasi” (2021), dlIl. Penulis
dapat dihubungi di email: athika hidayah@uinmataram.ac.id
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Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H
Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis
merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi
Magister llmu Hukum pada Program Pascasarjana
' Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar
l y Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis
melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor IImu Hukum pada Program
Studi Doktor Illmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar tahun 2016. Pada tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS
pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010
diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat ini penulis
dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak
diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya Strengthening
Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls’ Theory of Justice (2015) pada
Jurnal Internasional Hasanuddin Law Review, Pelaksanaan Pembuktian
Dalam Tindak Pidana Terorisme (2019) pada Jurnal Belo, The Essence of
Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in
1999) (2019) pada Jurnal Internasional Information and Knowledge
Management, Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak
Pidana di Bidang Lalu Lintas (2020) pada Jurnal Masohi, The Effectiviness
of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The
Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City (2021) pada
Scholars International Jurnal of Law, Crime and Justice. Selain itu penulis
juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
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Dr. H. Nanang Rustandi, S.Ag., S.H., M.H

Penulis lahir Cianjur tahun 1977, kini tinggal di
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Riwayat pendidikan
STAIS Al-I'anah (Al-Azhary) Cianjur (Jurusan Ahwal Al-
Syakhsiyah), Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Cianjur, Program Magister Pascasarjana FH Unsur dan
S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini menjadi
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UNSUR Cianjur dan Dosen Luar Biasa Universitas Putra Indonesia (UNPI)
Cianjur. Adapun Karya Tulis llmiah berupa Artikel antara lain, Ekonomi
Kerakyatan Mulai Terlupakan, Menelaah Islam Eksklusif dan Inklusif, Peran
Jurnalis di Era Demokrasi, IPM Pendidikan Cianjur Terlupakan, Refleksi
Media Wars vs Media Hoax, Arab Spring: Peran Ulama-Negara di
Indonesia, Pengaruh Covid-19 pada Pembelajaran di Kabupaten Cianjur
(Kesemuanya terbit di Koran Radar Cianjur), serta banyak lagi tulisan yang
ditulis di media cetak lainnya. Adapun Jurnal limiah, Hak Cipta Penelitian
(HAKI); Jurnal Hanifiya, Studi Agama-Agama; The Plurality and Minority in
Religiousity (A Study on the Civil Right of Sunda Wiwitan Followers In
Cigugur Kuningan) (2018), Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen Dalam
Penyelesaian Sengketa di BPSK Cianjur (2017), Jurnal Tatar Pasundan Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung; Persepsi Keagamaan
Masyarakat Terhadap Situs Purbakala Gunung Padang Cianjur (2020),
Jurnal Tsaqofah UIN Banten; Agama dan Perubahan Sosial Ekonomi (2020),
Iconnects Proceedings UNSUR 2021; Consumer Protection Laws in Dispute
Solution in BPSK Cianjur District (2021) Unsur Press-ISBN: 9786025257483.
Sedangkan buku yang sudah diterbitkan, diantaranya, Bunga Rampai
Islamic Studies Contemporary Penerbit Latifah dengan judul Gerakan
Sosial Keagamaan lkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di
Indonesia (2019) — ISBN: 9786021684436, Tindak Pidana Korupsi Sebuah
Pengantar-Penerbit Forum Pemuda Aswaja - ISBN: 9786236636046,
Adaptasi dan Transformasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
(sumber elektronis) Penerbit Edu Publisher-ISBN: 9786237640974.
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Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si

Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara
yang lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis
berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis
memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari
pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit
Rancamaya Residence Blok B7 no3 (sementara rumah
Y asli di blok J37). Adapun riwayat pendidikan sarjana
penulis, S1 jurusan kimia dari Universitas Negeri Surabaya lulus tahun
2015. Minat riset mengenai biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2
jurusan llmu Forensik dari Universitas Airlangga. Minat riset mengenai
pelanggaran hukum dan analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis
bekerja sebagai dosen di Universitas Pertahanan pada prodi Kimia pada
Agustus 2020 sampai saat ini. Minat Studi Biokimia, Hukum dan IImu
Forensik. Alamat email anggi.khairina@gmail.com.

Husniadi, S.E., M.M

Penulis lahir di Bireuen, 16 Oktober 1990, Putra
Almarhum H. Zainal Abidin dan Hajjah Nursyidah
berprofesi sebagai dosen aktif dan Wakil dekan di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Kebangsaan Indonesia. Pendidikan S1 Ditempuh di STIE
Kusuma Negara dan S2 Ditempuh di STIE Kusuma
Negara. Sekarang Aktif Menjadi Dosen dan Pembicara
di berbagai perguruan Tinggi.

Sakirah, S.H., M.H

Penulis lahir di Sinjai, 22 Juni 1992. Menyelesaikan
Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2014 dan
menempuh Program Magister Hukum pada Program
Studi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta pada Tahun 2018. Penulis merupakan
seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari’ah
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di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da’'wah Wal-Irsyad DDI Pangkep.
Alamat, JI. Kedamaian BTP Blok F/295.
E-mail: www.sakirah.wirhanuddin@gmail.com.

Dr. (kandidat) Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom
‘ ‘ Penulis adalah Gede Moenanto Soekowati, wartawan
dan akademisi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
i Pancasila. Penulis menjadi wartawan sejak tahun 1993
_ di sejumlah media di Bandung, kemudian pada tahun
E\ A 1994 menjadi wartawan Majalah Editor yang kemudian
menjadi Majalah Tiras di Jakarta. Terjadinya krisis
M* ekonomi mengakibatkan Majalah Tiras ditutup di tahun
1998 dan penulis langsung bekerja di Harian Sore Mandiri mulai tahun
1998. Setelah itu, penulis mengikuti program Peliputan Investigatif yang
diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi (ISAl) selama 6 bulan, dan
sejak tahun 1999, penulis bekerja sebagai wartawan di Warta Kota yang
berlangsung selama 21 tahun sampai pensiun di tahun 2020. Pada tahun
2010, penulis mengikuti studi pascasarjana di Fakultas llImu Komunikasi
Universitas Padjadjaran dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2013,
penulis mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas YAl
sebagai dosen tidak tetap, pada tahun 2013, penulis mendapatkan
tawaran untuk mengajar di Fakultas liImu Komunikasi Universitas Pancasila
sebagai dosen tetap. Sejak itu, penulis mengajar sejumlah matakuliah di
Fikom Universitas Pancasila. Penulis masih mengikuti studi S3 di Fakultas
IlImu Komunikasi Universitas Padjadjaran dan dalam tahap penyelesaian
disertasi. Setelah melalui tahap studi dan sidang proposal, penulis lulus
dan menjadi kandidat Doktor lImu Komunikasi. Saat ini, penulis tinggal di

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
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aharus globalisasi teknologi komunikasi, kehidupan pers
dan lembaga penyiaran mengalami perubahan terus menerus dalam
rangka menyesuaikan diri dengan globalisasi. Kehendak masyarakat
lokal, Negara, profesi pers dan lembaga penyiaran, bisnis, individu-
individu, dan masyarakat dunia saling bersinggungan dalam jalinan
yang rumit dan tidak selalu seiring sejalan. Bahkan tidak jarang saling
bertabrakan atau bertentangan.

Oleh karena itu, hadirnya Hukum Media Massa menjadi sangat
diperlukan untuk menjaga kehendak ya ng mengindahkan etika dan
aturan normatif. Idealisme media massa sesungguhnya terletak pada
peran utama sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa
dianggap mempunyai pe _' daiam menvtarkan-
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